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Abstract 

The fuel shortage in Indonesia has far-reaching implications for economic stability and public mobility, whilst also 

highlighting the limitations of national energy policy in addressing excessive reliance on fossil fuels. This literature 

review examines how supply pressures, price rises and fuel subsidies trigger inflation, place a strain on the state 

budget, disrupt the real sector and undermine the investment climate, thereby reducing macroeconomic resilience. On 

the other hand, fuel shortages also hinder public mobility, particularly in terms of access to education, healthcare, 

employment and social activities, whilst widening socio-economic disparities. This article concludes that the 

sustainability of economic stability and social mobility requires the strengthening of national energy policies that are 

more oriented towards energy diversification, efficiency and the enhancement of more energy-efficient public 

transport modes. 

 

Keywords: fuel scarcity, economic stability, public mobility, national energy policy, energy security, inflation, fuel 

subsidies. 

 

Abstrak 

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan mobilitas 

masyarakat, sekaligus menyoroti keterbatasan kebijakan energi nasional dalam mengatasi ketergantungan berlebih 

terhadap energi fosil. Kajian pustaka ini menelaah bagaimana tekanan pasokan, kenaikan harga, dan subsidi BBM 

memicu inflasi, membebani anggaran negara, mengganggu sektor riil, dan menurunkan iklim investasi, sehingga 

mengurangi ketahanan ekonomi makro. Di sisi lain, kelangkaan BBM juga menghambat mobilitas masyarakat, 

terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan aktivitas sosial, serta memperlebar kesenjangan 

sosial-ekonomi. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan stabilitas ekonomi dan mobilitas sosial memerlukan 

penguatan kebijakan energi nasional yang lebih berorientasi pada diversifikasi energi, efisiensi, dan penguatan moda 

transportasi umum yang lebih hemat energi. 

 

Kata Kunci: kelangkaan bahan bakar minyak, stabilitas ekonomi, mobilitas masyarakat, kebijakan energi nasional, 

ketahanan energi, inflasi, subsidi BBM. 

 

PENDAHULUAN 

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia telah menjadi persoalan berulang yang 

berdampak luas pada sendi-sendi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Fenomena ini tidak hanya 

menggambarkan keterbatasan fisik pasokan tetapi juga mencerminkan kerapuhan dalam struktur 

ketergantungan energi nasional terhadap BBM berbasis fosil. Ketergantungan berlebih terhadap BBM 

menjadikan stabilitas ekonomi nasional rentan terhadap supply shock global, seperti kenaikan harga minyak 

dunia atau gangguan geopolitik di kawasan Timur Tengah (Solow, 1956). Dalam konteks Indonesia, 
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keterbatasan cadangan BBM yang diperkirakan hanya cukup sekitar 20 hari memperbesar risiko 

ketidakpastian pasokan dan inflasi (RIDIA MAHARANI, 2021). 

Dari sisi ekonomi makro, kenaikan harga BBM dan kelangkaan pasokan cenderung mendorong 

inflasi karena meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang serta jasa (Ravallion, 2016). Penurunan 

daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, menjadi konsekuensi langsung yang dapat 

memperlebar ketimpangan dan mengganggu keseimbangan pertumbuhan ekonomi (Amanda et al., 2023). 

Di sektor riil, sejumlah laporan menunjukkan bahwa kelangkaan BBM yang sempat terjadi di SPBU 

swasta pada 2025 mengganggu aktivitas logistik, industri, dan perdagangan di kota-kota besar seperti 

Bandung dan Surabaya. Keterlambatan pengiriman bahan baku dan produk jadi berpotensi menurunkan 

produktivitas dan menaikkan biaya operasional, sehingga berdampak pada daya saing pelaku usaha (Elfita 

et al., 2025). 

Pada tataran mikro, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sangat rentan 

terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan BBM. Pedagang keliling, penjual sayur, dan pelaku usaha berbasis 

transportasi mengalami penurunan frekuensi penjualan akibat kesulitan mendapatkan bahan bakar dan 

peningkatan biaya operasional, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga barang di pasar tradisional. 

Selain stabilitas ekonomi, mobilitas masyarakat juga terganggu secara signifikan saat BBM menipis. 

Antrean panjang di SPBU, kenaikan harga jual eceran, dan pengurangan jam operasional stasiun bahan bakar 

membatasi akses masyarakat untuk bekerja, berpendidikan, dan mengakses layanan Kesehatan (Qabil et al., 

2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa BBM bukan semata komoditas ekonomi, tetapi juga infrastruktur 

vital mobilitas sosial-ekonomi. 

Kelangkaan BBM juga memunculkan perilaku ekonomi reaktif seperti panic buying dan penimbunan 

bahan bakar di tingkat individu, yang justru mempercepat habisnya stok dan memperburuk krisis pasokan 

(Amanda et al., 2023). Dinamika psikologis ini menunjukkan bahwa interaksi antara kebijakan, pasar, dan 

perilaku masyarakat dapat memperkuat efek negatif dari keterbatasan material. 

Dalam kerangka kebijakan energi nasional, pemerintah Indonesia telah merumuskan Rencana Umum 

Energi Nasional (RUEN) yang menekankan diversifikasi energi, penguatan energi baru dan terbarukan, serta 

upaya mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi (PP No. 79/2014). Arah strategis ini secara teoretis 

bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi dan memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang 

(Sa’diyah et al., 2025). Namun, praktik implementasi kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan antara 

arah strategis nasional dan kenyataan operasional di lapangan, termasuk disparitas pasokan BBM antara 

SPBU pemerintah dan swasta, serta dinamika regulasi impor yang memicu kelangkaan di sejumlah wilayah. 

Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak hanya berbicara tentang komposisi bauran energi, 

tetapi juga tentang tata kelola distribusi dan keadilan akses (Amanda et al., 2023). 

Dengan demikian, kebijakan energi nasional dan dampak kelangkaan BBM di Indonesia dari 

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian fokus pada aspek makro, seperti harga, 

inflasi, dan saldo fiskal, serta sedikit yang mengintegrasikan analisis mobilitas sosial dan keterjangkauan 

untuk kelompok rentan (Elfita et al., 2025). Hal ini membuka research gap untuk memadukan kajian 

keseimbangan ekonomi makro dengan dimensi sosial-spasial mobilitas masyarakat. 

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kelangkaan BBM memengaruhi 

stabilitas ekonomi dan mobilitas masyarakat Indonesia, dengan mengacu pada kebijakan energi nasional, 

terutama RUEN, serta regulasi harga dan subsidi BBM. 
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METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis terhadap jurnal nasional dan 

internasional, buku dan dokumen lainnya terkait kelangkaan BBM, karetan ekonomi, dan kebijakan energi 

nasional Indonesia (Zed, 2008); (Eliyah & Aslan, 2025). Maka dengan itu, artikel ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi konseptual bagi diskusi akademik dan formulasi kebijakan yang lebih responsif 

dalam membangun ketahanan energi, menstabilkan ekonomi, serta menjaga mobilitas sosial masyarakat di 

tengah tekanan ketergantungan terhadap BBM. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dampak Kelangkaan BBM terhadap Stabilitas Ekonomi 

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dapat dipahami sebagai supply shock yang 

mengganggu keseimbangan pasar energi dan memicu ketidakpastian ekonomi jangka pendek. Ketika 

penawaran BBM menyusut sementara permintaan tetap tinggi, tekanan harga dan gangguan distribusi 

menjadi konsekuensi langsung yang mengikis stabilitas ekonomi makro (Ravallion, 2016).  

Dalam kerangka ekonomi makro, kenaikan harga atau keterbatasan pasokan BBM cenderung 

mendorong laju inflasi melalui kenaikan biaya transportasi, logistik, dan distribusi barang (Elfita et al., 

2025). Kenaikan biaya ini kemudian merembet ke harga barang dan jasa lain, sehingga menaikkan indeks 

harga konsumen dan menurunkan daya beli masyarakat. Data perkiraan cadangan BBM yang hanya cukup 

sekitar 20 hari menyoroti kerapuhan ketahanan energi nasional dan meningkatkan risiko gelombang 

kenaikan harga jika kondisi global memburuk (RIDIA MAHARANI, 2021). Keterbatasan stok ini 

memperupah respons pemerintah, karena penyesuaian subsidi atau harga BBM berpotensi mempercepat 

tekanan inflasi jika tidak diimbangi kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati (ESDM, 2017). 

Pada sektor riil, kelangkaan BBM yang sempat terjadi di SPBU swasta pada 2025 menunjukkan 

gangguan nyata pada mobilitas logistik, aktivitas industri, dan perdagangan di kota-kota besar seperti 

Bandung dan Surabaya. Keterlambatan pengiriman bahan baku dan produk jadi berkontribusi pada kenaikan 

biaya produksi, penurunan efisiensi, dan potensi penurunan output. Bagi sektor transportasi dan logistik, 

kelangkaan BBM menaikkan biaya operasional angkutan, baik umum maupun komersial (Melinda et al., 

2024). Kenaikan biaya ini pada akhirnya dialihkan ke konsumen melalui penyesuaian tarif, sehingga 

penumpang dan pelaku usaha menghadapi tekanan ganda berupa inflasi dan pengurangan akses layanan 

transportasi (Ramadania et al., 2026). 

Dampak paling nyata juga terlihat pada rantai pasokan (supply chain), di mana kelangkaan BBM 

menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku dan produk jadi ke berbagai pusat distribusi. Gangguan 

ini tidak hanya mengurangi kelancaran distribusi tetapi juga memicu kekurangan barang di pasar, yang pada 

gilirannya memperkuat tekanan inflasi dan ketidakpastian produksi (ESDM, 2017). 

Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), termasuk pedagang kaki lima, pedagang sayur, dan 

penjual hasil pertanian, sangat rentan terhadap kenaikan harga dan keterbatasan BBM (Melinda et al., 2024). 

Kenaikan biaya distribusi mendorong mereka menaikkan harga jual atau menurunkan margin, yang pada 

akhirnya menekan daya beli masyarakat dan mengurangi volume transaksi (Elfita et al., 2025). 

Dari sisi fiskal, ketergantungan pada subsidi BBM memperbesar risiko beban anggaran ketika harga 

minyak dunia melonjak atau cadangan nasional menipis (Uran, 2023). Program subsidi yang tidak tepat 
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sasaran dapat memperburuk defisit anggaran, menguras pos belanja negara, dan mengurangi ruang fiskal 

untuk investasi publik yang lebih produktif (PP No. 79/2014). 

Secara eksternal, ketergantungan impor BBM juga berpotensi memperlemah neraca perdagangan dan 

menekan nilai tukar rupiah ketika harga minyak global naik. Kombinasi antara kenaikan harga energi impor 

dan penurunan penerimaan ekspor dapat mengurangi daya tahan perekonomian terhadap guncangan 

eksternal (Kurnia et al., 2025). 

Di bidang investasi, kelangkaan BBM yang berkelanjutan dapat menciptakan ketidakpastian iklim 

usaha dan mengurangi daya tarik investasi di sektor manufaktur dan jasa yang intensif energi. Ketakutan 

terhadap gangguan pasokan, kenaikan biaya operasional, dan fluktuasi kebijakan energi dapat membuat 

investor lebih berhati-hati atau menunda ekspansi proyek. Ketidakpastian akibat kelangkaan BBM juga 

berdampak pada kepercayaan pelaku pasar, baik investor domestik maupun asing (Kurnia et al., 2025). 

Ketika kebijakan energi dinilai tidak stabil atau tidak dapat menjamin ketersediaan BBM, risiko peringkat 

kredit dan biaya modal dapat meningkat, sehingga memperberat biaya refinansial dan investasi baru 

(Ramadania et al., 2026). 

Secara sosial-ekonomi, kelangkaan BBM cenderung memperlebar ketimpangan antar kelompok 

masyarakat, karena kelompok berpenghasilan rendah lebih sulit menyerap kenaikan harga dan biaya 

transportas. Sebaliknya, kelompok berpenghasilan lebih tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar untuk 

mengubah pola konsumsi dan mobilitas, sehingga tekanan distribusi menjadi tidak merata (Melinda et al., 

2024). 

Dalam kerangka kebijakan energi nasional, kelangkaan BBM juga menunjukkan celah dalam 

implementasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menekankan ketersediaan energi, efisiensi, 

dan pengurangan ketergantungan terhadap minyak bumi (PP No. 79/2014). Jika target diversifikasi energi 

dan pengembangan energi baru terbarukan tidak tercapai, perekonomian akan terus bergantung pada energi 

yang rentan terhadap gejolak harga dan gangguan rantai pasok (ESDM, 2017). 

Dengan demikian, kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada kenaikan harga dan antrean di 

SPBU, tetapi juga merongrong stabilitas ekonomi makro, ketahanan fiskal, iklim investasi, serta 

ketimpangan sosial. Maka dengan itu, perlunya integrasi kebijakan energi, moneter, dan fiskal yang mampu 

menjaga ketersediaan BBM dalam jangka pendek sekaligus mempercepat transisi ke energi yang lebih 

berkelanjutan dan perekonomian yang lebih Tangguh. 

 

Dampak Kelangkaan BBM terhadap Mobilitas Masyarakat 

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu penopang utama mobilitas masyarakat modern, 

karena sebagian besar aktivitas harian bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja, bersekolah, dan 

mengakses layanan publik. Ketika BBM menipis, mobilitas fisik masyarakat langsung terganggu, sehingga 

kualitas hidup dan akses terhadap sumber daya vital menjadi terbatas (Tambunan et al., 2022). 

Kelangkaan BBM di SPBU seringkali memicu antrean panjang yang dapat berlangsung berjam-jam 

atau bahkan berhari-hari, seperti yang tercatat di beberapa wilayah di Bengkulu dan daerah lainnya 

(Sumenep Kab, 2025). Antrean ini tidak hanya menghambat waktu perjalanan, tetapi juga mengurangi 

efisiensi waktu dan produktivitas masyarakat, karena sebagian tenaga dan waktu terserap hanya untuk 

mendapatkan bahan bakar (Melinda et al., 2024). Bagi masyarakat yang mengandalkan sepeda motor dan 

kendaraan pribadi sebagai satu-satunya modal transportasi, keterbatasan BBM membuat mereka harus 

membatasi frekuensi perjalanan, mengurangi jarak tempuh, atau mengubah jadwal aktivitas sehari-hari 

https://doi.org/10.47353/bj.v6i3.543
https://ojs.berajah.com/index.php/go/


DAMPAK KELANGKAAN BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP 

STABILITAS EKONOMI DAN MOBILITAS MASYARAKAT DI INDONESIA: 

KAJIAN PUSTAKA KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 

Loso Judijanto et al 

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v6i3.543   

  

 

 

BERAJAH JOURNAL | VOLUME 6 NO. 3 (2026) 

https://ojs.berajah.com/index.php/go/   
951 

 

(Tambunan et al., 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa kelangkaan BBM tidak hanya berdampak 

ekonomi, tetapi juga menurunkan ruang gerak sosial individu. 

Pada sektor pendidikan, kelangkaan BBM dapat mengganggu mobilitas pelajar dan mahasiswa yang 

bergantung pada angkutan umum maupun kendaraan pribadi dari wilayah perdesaan dan pinggiran ke 

pusat-pusat pendidikan kota. Keterlambatan datang ke sekolah atau kampus akibat sulitnya mendapatkan 

BBM dapat mengganggu jalannya proses belajar-mengajar dan menurunkan konsentrasi siswa (Harahap, 

2021). 

Dari sisi kesehatan, keterbatasan BBM mempersulit akses pasien menuju fasilitas layanan kesehatan, 

terutama di daerah terpencil yang sangat bergantung pada kendaraan darat (Pohan & Al-Farizi, 2023). 

Keterlambatan pengisian bahan bakar atau peningkatan biaya transportasi berpotensi menghambat 

pemeriksaan rutin, pengobatan, dan rujukan medis, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan 

kesehatan. Bagi tenaga kerja, mobilitas yang terganggu akibat kelangkaan BBM dapat mengurangi 

kehadiran harian, menurunkan produktivitas, dan memperbesar risiko keterlambatan atau kehilangan 

pekerjaan (Pohan & Al-Farizi, 2023). Buruh harian, karyawan dengan jarak rumah–kerja jauh, serta pekerja 

lapangan yang mengandalkan angkutan bermotor menjadi kelompok yang paling terdampak secara 

langsung. 

Di sektor transportasi publik, keterbatasan bahan bakar berpotensi menurunkan frekuensi trayek 

angkutan umum atau bus, karena operator berusaha mengurangi biaya operasional dan mengelola sisa stok 

BBM (Tambunan et al., 2022). Kondisi ini memaksa masyarakat yang dahulu mengandalkan layanan publik 

untuk beralih ke kendaraan pribadi yang lebih boros atau mengurangi perjalanan secara keseluruhan. 

Dampak kelangkaan BBM juga terasa pada sektor pariwisata dan aktivitas sosial, karena wisatawan 

dan masyarakat mengurangi perjalanan rekreasi, kunjungan keluarga, dan acara-acara sosial yang 

membutuhkan mobilitas jarak jauh (Suraya et al., 2025a). Penurunan mobilitas ini tidak hanya mengurangi 

kualitas interaksi sosial, tetapi juga berdampak ekonomi pada pelaku usaha pariwisata dan kuliner di 

sepanjang rute perjalanan wisata. 

Pada kelompok masyarakat dengan keterbatasan finansial, kenaikan harga BBM dan kelangkaan 

pasokan memperparah ketidaksetaraan akses mobilitas, karena mereka tidak memiliki alternatif transportasi 

yang cukup terjangkau (Harahap, 2021). Sebaliknya, kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi 

dapat menyesuaikan pola perjalanan dan menanggung kenaikan biaya, sehingga mobilitas sosial menjadi 

lebih tidak merata.  

Kelangkaan BBM juga memicu perilaku adaptif, seperti pengurangan perjalanan non-esensial, 

peningkatan fasilitas berjalan kaki dan sepeda, serta konsolidasi perjalanan agar lebih efisien (Suraya et al., 

2025b). Namun, perubahan ini tidak selalu mudah diimplementasikan, terutama di daerah dengan 

infrastruktur pejalan kaki dan jaringan transportasi umum yang terbatas. 

Di ruang publik, keterbatasan BBM dapat memunculkan ketegangan sosial, seperti antrean panjang, 

praktik percaloan, hingga insiden kecil antar pengguna di SPBU (Suraya et al., 2025a). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa kelangkaan BBM bukan hanya persoalan distribusi barang, tetapi juga pemicu gejolak 

sosial dan tekanan psikologis masyarakat yang terus menunggu ketersediaan energi dasar. 

Dari sisi perencanaan wilayah, ketergantungan berlebih terhadap BBM menunjukkan kelemahan 

dalam pengembangan sistem transportasi berkelanjutan, seperti angkutan umum massal, jalur sepeda, dan 

integrasi antarmoda (Harahap, 2021). Kondisi mobilitas yang rentan terhadap krisis BBM menegaskan 
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perlunya urban planning yang mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor pribadi dan BBM 

berbasis fosil. 

Secara jangka panjang, pola mobilitas yang terganggu akibat kelangkaan BBM dapat mendorong 

masyarakat untuk secara perlahan beralih ke moda transportasi yang lebih efisien dan ramah energi, seperti 

kendaraan listrik atau penggunaan transportasi umum yang lebih terstruktur (ESDM, 2017). Namun, 

perpindahan ini membutuhkan dukungan infrastruktur energi, kebijakan insentif, dan perubahan budaya 

mobilitas yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, kelangkaan BBM tidak hanya menghambat pergerakan fisik masyarakat, tetapi juga 

merekonfigurasi pola akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan ketahanan energi dan diversifikasi moda transportasi merupakan bagian 

tak terpisahkan dari upaya mempertahankan mobilitas sosial yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia telah memberikan tekanan terhadap stabilitas 

ekonomi makro, terutama melalui pendorongan inflasi, kenaikan biaya produksi dan logistik, serta beban 

pada anggaran negara akibat ketergantungan pada subsidi BBM dan impor energi. Ketidakpastian pasokan 

dan volatilitas harga BBM juga mengganggu iklim investasi, menurunkan produktivitas sektor riil, dan 

memperlebar ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat, sehingga menggerus ketahanan 

perekonomian jangka panjang. 

Di sisi lain, kelangkaan BBM berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, karena antrean 

panjang di SPBU, kenaikan biaya transportasi, dan penurunan frekuensi layanan angkutan umum 

mengurangi kemampuan individu untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta aktivitas 

sosial-kultural. Mobilitas yang terbatas ini paling dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah dan 

masyarakat di daerah terpencil, sehingga menambah dimensi kesenjangan sosial di atas tekanan ekonomi 

yang sudah ada. 

Secara keseluruhan, bahwa kebijakan energi nasional, khususnya Rencana Umum Energi Nasional 

(RUEN), belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan berlebih terhadap BBM dan memitigasi 

dampaknya terhadap stabilitas ekonomi serta mobilitas masyarakat. Untuk itu, diperlukan integrasi 

kebijakan yang lebih kuat antara sektor energi, transportasi, fiskal, dan perencanaan wilayah, dengan fokus 

pada diversifikasi energi, peningkatan efisiensi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta penguatan 

moda transportasi umum yang lebih hemat energi guna membangun ketahanan ekonomi dan mobilitas sosial 

yang lebih berkelanjutan di Indonesia. 
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